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Cegah

Kekerasan Ke Anak

Komisi VI Minta Aparat Razia Daycare llegal

ANGGOTA Komist VI DPR
Mahdalena mendesak Pemerintah
meraza tempat penitipan anak
alau daycare flegal di seluruh
Indonesia. Langkah tegas perlu
dilakukan mengingat maraknya
kasus kekerasan terhadap anak
difnstitust non-izin beberapa hari
terakhir. Terbaru, kasus di day-
care Little Aresha di Yogyakarta
dan Baby Prencur di Acch.
“Kami sangat prihatin, anak-
anak justru menjadi korban di
lemnpal yang seharusnya mem-
berikan perlindungan,” jar
Mahdalena, dalam keterangan-
ya. Jumat (1/5/2026).
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak (PPPA) mengungkap, 44
persen dayceare di Indonesia
belum memiliki izin atau ilegal
Hanya 30,7 perscn yang memiliki
izin operasional. Selain itu, se-
Hraryak 66,7 persen pengelola be-
lum tersertifikast, dan 20 persen
di antaranya bahken tidak memi-
liki Standar Operasional Prosedur
(SOP) dalam pengesuhan.
Mahdalena menegaskan, izin
operasional bukan sekadar admi-
mistrasi. tapi svaral mendasar
untuk menjamin keamanan,

kenyamanan, dan kualilas pe-
ngasuhan scsuai hak anak. Kare-
na ilu, Pemerintah harus segera

bertindak untuk meningkatkan §

pengawasan lerhadap daycare
yang lidak memiliki izin.
Merujuk pada Undang-Un-
dang Nomor 4 Tahun 2024 ten-
tang Kesejahleraan Ihu dan
Anak, Mahdalena menerngkan,

pengasuh wajib memahami pe- |

ngasuhan berbasis hak anak,
(ermasuk membangun kelekatan

emosional. Keberadaan dayeare 8

tanpaizinmembawa risiko tinggt
(erjadinya kekerasan, kelalaian,
hingga trauma berkepanjangan
bapi anak karena tidak adanya
slandar pengawasan yang jelas.

Selain raza, fa meminta Peme-
rintah memperketat sistem perizin-
an dan memberikan pembinaan
intensif agar seluruh layanan
pengasuhan anak memenuhi
standar nasional. Jangan anggap
mendirikan dayeare hanya soal
menyediakan bangunan dan pe-
ngasuh, karena ada komponen
perlindungan yang harus dipenuhi.

"Negara harus hadir memas-
(ikan darycare benar-benar men-
Jadi ruang aman bagi wmbuh
kembang anak, bukan tempat

Mahdalena

yang mengancam keselamatan
mereka,” tegasnya.

Anggota Komist VIIT DPR
Stpit Purnomo alias Pasha Ungu
menambatkan, kasus kekerasan
dan penclantaran anak di day-
care Little Aresha, Yogyakarta
scbagai alarm scrius bagi sistem
perlindungan angk di Indonesia
Terlebih, dengan penetapan 13
(ersangka dalam peristiwa i,
ini mengindikasikan kekerasan
tidak terjadi sccara kebetulan,
melainkan diduga berlangsung
secara sistematis dan berulang,

" Ada kesenjangan besar antara
(ingginya kebutuhan masyarakat

terhadap layanan pengasuhan
anak dengan kualitas pengawasan
vang tersedia," kata Pasha dalam
keterangannya, Jumat (1/3/2026).

Pashabilang, sckitar 73 persen
keuarga Indonesia membutuh-
kan layanan pengasuhan alter-
natif. Artinya, kebutuhan tinggi
tidak diimbang dengan kualilas

| dan pengawasan yang memadi.

Lemahnya perlindungan anak
berakar dari proses rekrutmen
pengasub yang tidak ketat dan
minim pelatihan.

Untuk itu, Pemerintzh harus
sepera mencrapkan standar Ta-
man Asuh Ramah Anak (TARA)
secara menyeluruh, Hal ini me-
ngacu pada Peraturan Menterd
PPEANomor4 Tahun 2024, "Ha-
rusadd pencrapan prinsip child
stfoguardingbagi seluruh enaga
yang terlibal dalam layanan
pengasuban anak, " tegas mantan
Wikil Wali Kota Palu tersebut

Selain itu, Pasha mendukung
proses hukum yang tengah ber-
jalan dalam kasus daycare di
Yogyakarta, termasuk penutupan
daycare yang terbukti melangpar
aturan. Negara harus memas-
tikan perlindungan maksimal
bagi korban serta keluarganya,

schingga kasns ini tidak boleh
berhenti pada penindakan.

Ini harus menjadi momentum
pembenahan lotal agar setiap
anak Indonesia mendapatkan
pengasuban yang aman, layak,
dan terlindungi," tandas politi-
kus PAN ini.

Sementara, Menko Pemba-
ngunan Manusia dan Kebudayaan
(PMK) Pratikno mengatakan, Pe-
merintah tengah menylapkan pu-
us tugas untuk perbaikan (ata ke-
lola daycare. Pembentukan gugus
fugas teleh discpakati Kementerian
PPPA, Kementerian Keschatan
(Kemenkes), Kementerian So-
sial (Kemensos), Kementerian
Kependudukan dan Pembanguran
Keluarga (Kemendukbangaa), Ke-
mendagr, Kemendikdasmen, Ke-
meriag, dan Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI),

"Kami sudah claborast secara
detail dan akansegera membentuk
gugus tugas untuk menindaklinju-
(i, ujar Pratikno di Jakarta, Ka-
mis (30/4/2026). Selain itu, kata
Pratikno, ada juga pembeniukan
portal tungpal data terintegrast
antar Peraturan Menleri (Permen)
sebiaga repulasi yang harus ditaati
seliap daycarc. mTF
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